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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Implementasi Visum Et Repertum Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang Visum Et Repertum. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana Implementasi Visum Et Repertum terhadap korban tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua untuk mengetahui, serta memahami bagaimana peran dan fungsi Visum Et Repertum dalam kasus tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Implementasi visum et repertum dalam praktiknya menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli, kurangnya peralatan dan fasilitas forensik, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, rumah sakit, dan masyarakat sipil. Perlu dilakukan investasi dalam sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan forensik. Pendidikan hukum yang lebih luas, termasuk pelatihan terkait visum et repertum, juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang peran dan pentingnya visum et repertum dalam penegakan hukum. Kedua: Visum et Repertum memiliki peran penting bagi korban tindak pidana. Pertama, Visum et Repertum melindungi korban dalam persidangan, terutama dalam kasus pembunuhan, kekerasan seksual, dan kejahatan kealpaan. Khususnya untuk anak-anak korban yang sulit menjelaskan kejadian. Kedua, Visum et Repertum berperan dalam pembuktian dengan memberikan bukti medis yang kuat. Ketiga, Visum et Repertum penting untuk penegakan hukum yang adil. Visum et Repertum dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dan membantu hakim dalam memeriksa perkara pidana terkait kesehatan dan jiwa manusia.
Kata kunci: visum et repertum, korban tindak pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, penyidikan, perlindungan.
ABSTRACT
This research entitled implementation of visum et repertum for crime victims based on article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code was motivated by a lack of public understanding about visum et repertum. This study purposed to know, understand and analyze how the visum et repertum is implemented for criminal act’s victims based on the Criminal Procedure Code. Furthermore, it aimed to know and understand the roles and functions of Visum et Repertum in criminal cases. The research method used in this research was a normative juridical research method which is library research, namely research on laws and literature related to the material discussed. Based on the results of the study, it come to some conclusions. First, the implementation of visum et repertum in practice met challenges such as limited resources and experts, lack of forensic equipment and facilities, as well as a lack of legal awareness and understanding in the community. To overcome this challenge, government, legal institutions, hospitals and civil society need to do collaboration. Moreover, investments need to be made in human resources, facilities and forensic equipments. Legal education, including training related to visum et repertum is also important to increase understanding and awareness of the role and importance of visum et repertum in law enforcement. Second, visum et repertum has important roles for victims of criminal acts. It protects victims in trials, especially in cases of murder, sexual violence and criminal negligence. Especially for child victim who finds it difficult to explain what happened. Second, visum et repertum provides strong medical evidence. Third, visum et repertum is important for fair law enforcement. Visum et repertum is considered a valid piece of evidence in court and helps judges in examining criminal cases related to human health and souls.

Keywords: Visum et Repertum, Victims of Criminal Acts, Criminal Procedure Code, Investigation, Protection
PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Pasal 1 Ayat 3 adalah Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan dan organisasi pemerintahan di Indonesia, dan Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut UU HAM, memberikan pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak  yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi  kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sementara proses kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu  dengan individu, individu dengan kelompok yang menyebabkan hak seseorang atau kepentingan orang lain terganggu. Konflik yang sering terjadi tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri sehingga diperlukan campur tangan lembaga khusus (penegak hukum) untuk memberikan penyelesaian impersial (tidak memihak) penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan patokan yang berlaku obyektif.
 Kehadiran penegak hukum bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan atau menghakimi sendiri dan memberikan keadilan kepada setiap pihak yaitu pelaku dan korban.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun tahap persidangan perkara tersebut, usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat  bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Dengan adanya ketentuan Perundang-Undangan diatas maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan mengumpulkan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut (KUHAP). Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat 1, sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan terdapat pada Pasal 180 ayat 1. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke 28 yang menyatakan: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan yang diberikan ahli dapat berbentuk tertulis diantaranya dalam bentuk Visum Et Repertum. Visum Et Repertum Selanjutnya disebut V.E.R. merupakan pemeriksaan tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang mati, dibuat atas dasar Pasal 133 KUHAP, yang isinya “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan V.E.R. kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
 V.E.R. menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah surat keterangan dokter tentang meninggalnya seseorang serta sebab-sebabnya.
 

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materil suatu  perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu penyidik membutuhkan keterangan ahli untuk mengungkapkan lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Keterangan ahli adalah keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan alat bukti, bukti tersebut berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan, keterangan dokter yang  dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut V.E.R.

Tidak semua tindak pidana memerlukan V.E.R., namun penting bagi kita untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang membutuhkan V.E.R. ini. Jika dirinci menurut Pasal-Pasal dalam KUHPidana, maka tindak pidana atau kasus-kasus yang diperlukan adanya V.E.R. meliputi salah satunya ialah, pembunuhan dengan rencana (moord) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan rencana (kinder moord) dan bunuh diri (self-moord) terdapat pada Pasal 340,342, dan 345 KUHPidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

Tipe Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini adalah penelitian yuridis normative, Pendekatan masalah menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu: Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. 
Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sistematika hukum berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi (petunjuk) mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas guna menghasilkan jawaban dan memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang diajukan. Kemudian jawaban atas permasalahan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dengan cara analisis dari kesimpulan umum terlebih dahulu kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan tersebut. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan proses penarikan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
V.E.R. adalah pemeriksaan medis dan ilmiah yang dilakukan oleh dokter forensik atau ahli forensik terhadap korban tindak pidana berupa keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Tujuannya adalah mengungkapkan fakta-fakta terkait tindak pidana dan dampaknya pada korban. Ruang lingkupnya meliputi identifikasi cedera fisik, pengumpulan bukti, analisis laboratorium, penentuan penyebab kematian, dan penilaian dampak psikologis pada korban. Juga dapat mencakup pemeriksaan terhadap barang bukti, lokasi kejadian, atau objek terkait.

Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) V.E.R. berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu Rumah Sakit tentang tata laksana pengadaan V.E.R. Berdasarkan peranan yang dapat diberikan V.E.R. dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dijelaskan di atas, hal ini menyebabkan fungsi V.E.R. menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan V.E.R. dalam tahap penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan guna untuk sebagai pengganti dari corpus delicti.

KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan V.E.R. terhadap korban tindak pidana. Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik dapat memerintahkan pemeriksaan V.E.R. terhadap korban jika diperlukan dalam penyidikan.
 Kewenangan penyidik meliputi pemeriksaan korban, pengumpulan informasi medis dan ilmiah, serta kerjasama dengan dokter forensik atau ahli forensik yang berkualifikasi.

Pelaksanaan V.E.R. melibatkan tahapan identifikasi kebutuhan, penunjukan dokter forensik/ahli, pemeriksaan korban, analisis dan penilaian, serta penyusunan laporan V.E.R. yang berisi temuan dan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut. Tahapan ini harus diikuti secara sistematis untuk memastikan pengungkapan fakta-fakta terkait kasus, keakuratan hasil V.E.R., dan penggunaannya sebagai bukti dalam proses penyidikan dan persidangan.

Berdasarkan instruksi kepala kepolisian RI nomor Pol.Ins/E/20/20/IX/75 tentang tata cara permohonan dan pencabutan visum et repertum disebutkan:

a. Permintaan V.E.R.
1) Permintaan V.E.R. harus diajukan secara tertulis dengan mengisi blangko atau formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut harus diisi dengan jelas, termasuk informasi tentang keadaan korban dan tindak pidana yang sedang dihadapi. Data mengenai keadaan saat ditemukan juga harus dilampirkan.

2) Surat permintaan V.E.R. harus dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, termasuk kepala kepolisian militer. Pejabat ini juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan menandatangani surat pengadilan, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penahanan untuk korban yang meninggal dunia. Bagian spesialis sesuai dengan keadaan yang diderita korban juga harus ditunjuk (misalnya, bidan untuk korban perkosaan, bedah untuk korban kecelakaan lalu lintas).

3) Permintaan V.E.R. terhadap korban WNA (Warga Negara Asing) harus dilakukan dengan prosedur yang sama seperti korban WNI (Warga Negara Indonesia). Ini dilakukan untuk memberitahukan kedutaan atau perwakilan negara korban.

4) Permintaan V.E.R. harus dikirimkan dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya peristiwa, sampai hasil pemeriksaan oleh dokter ditemukan. Pemeriksaan oleh ahli kedokteran kehakiman diperlukan untuk mendapatkan data yang lebih objektif. Selain itu, dalam waktu 2x24 jam, tersangka juga harus sudah diperiksa.

b. Pencabutan /pembatalan permintaan V.E.R. Pada dasarnya, pencabutan permintaan V.E.R. tidak dapat dibenarkan karena melanggar UU pasal 222 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, merintangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik dapat dikenai hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

Pelaksanaan V.E.R. memerlukan kerjasama yang erat antara penyidik dengan pihak terkait, terutama dokter forensik dan ahli forensik.
 Kerjasama ini meliputi: 

1) penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI. Sedangkan untuk kalangan militer maka Polisi Militer (POM) dikategorikan sebagai penyidik. 

2) Pihak yang berwenang membuat keterangan ahli adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lain.

V.E.R. memiliki peran yang penting bagi korban tindak pidana, dengan beberapa alasan sebagai berikut:
Adanya V.E.R. sangat membantu hakim di dalam proses persidangan yaitu pada saat pembuktian tindak pidana, khususnya pada tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, kekerasan seksual, kejahatan kealpaan, dan lain-lainnya. Terlebih lagi pada kasus yang korbannya adalah anak, karena anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya. V.E.R. juga dapat menjadi dasar untuk mengambil tindakan perlindungan lebih lanjut terhadap korban, seperti melalui perintah penahanan atau tindakan rehabilitasi.

V.E.R. terdapat hasil-hasil pemekriksaan pada diri korban yang merupakan keteran dari dokter (ahli).
 V.E.R. memberikan landasan kuat bagi pihak penuntut, pembela, hakim, atau juri dalam membuat keputusan yang didasarkan pada fakta yang ada.

V.E.R. merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum yang adil dan berkualitas. V.E.R. sangat penting bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili terutama dalam hal pembuktiannya. Di dalam KUHAP kedudukan atau nilai V.E.R. adalah salah satu alat bukti yang sah di pengadilan. V.E.R. turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana V.E.R. menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai barang bukti 
 Dengan memperhatikan pentingnya V.E.R. bagi korban tindak pidana, peran dan implementasinya yang tepat dalam sistem hukum sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan penegakan hukum yang adil.

Implementasi V.E.R. dalam praktiknya dapat menghadapi sejumlah tantangan, termasuk: Keterbatasan Sumber Daya dan Tenaga Ahli, Di berbagai rumah sakit karena adanya keterbatasan jumlah ahli forensik, dalam praktiknya pelayanan tersebut lebih banyak diisi oleh dokter yang belum memiliki kompetensi memadai di bidang medikolegal. Seperti diketahui, kompetensi seorang profesional meliputi pengetahuan (kompetensi intelektual, kemampuan memecahkan masalah, dan penerapan yang sesuai), keterampilan (psikomotor dan kualitas kinerja sebenarnya), serta sikap dan kepedulian terhadap kenyamanan klien)
 Namun, ketersediaan dokter forensik atau ahli forensik yang memadai mungkin terbatas di beberapa wilayah atau negara. Selain itu, kekurangan peralatan forensik dan fasilitas yang memadai juga dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan V.E.R. dengan baik.

Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pentingnya V.E.R. dalam sebuah pembuktian sehingga sering menjadi kendala dalam proses pelaksanaan V.E.R. Keberadaan hukum di masyarakat bukan saja diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga diartikan sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat, dan juga perubahan kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompleks mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik atau kasus yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga hukum, rumah sakit, dan masyarakat sipil. Diperlukan peningkatan investasi dalam sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan forensik. Selain itu, pendidikan hukum yang lebih luas, termasuk pelatihan terkait V.E.R., juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang peran dan pentingnya V.E.R. dalam penegakan hukum.

Perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah/penegak hukum mengenai fungsi dan kedudukan V.E.R. dalam perkara pidana kepada masyarakat sangat penting. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang menolak dilakukannya otopsi terhadap korban tindak pidana dengan berbagai alasan.
 Dengan adanya sosialisasi yang efektif, masyarakat akan lebih memahami pentingnya V.E.R. sebagai bukti yang kuat dalam suatu kasus pidana. Selain itu, dengan sosialisasi yang baik, masyarakat akan lebih memahami prosedur dan standarisasi model dalam penyusunan V.E.R.
Upaya-upaya ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung, alokasi anggaran yang memadai, dan sinergi antara lembaga-lembaga terkait dalam menangani tantangan implementasi V.E.R. Dengan meningkatkan sumber daya, pemahaman hukum, dan kerjasama antara semua pihak terkait, diharapkan V.E.R. dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi korban tindak pidana dan proses peradilan.

Peran dan fungsi V.E.R. sangat penting dalam kasus tindak pidana. V.E.R. merupakan instrumen medis dan ilmiah yang digunakan untuk mengungkap fakta-fakta terkait dengan tindak pidana dan dampaknya terhadap korban. Berikut ini adalah pembahasan tentang peran dan fungsi V.E.R. dalam kasus tindak pidana:

V.E.R. sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. V.E.R. berperan dalam mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan tindak pidana. Melalui pemeriksaan medis dan ilmiah yang dilakukan oleh dokter forensik atau ahli forensik, V.E.R. dapat mengidentifikasi cedera fisik, penyebab kematian, atau dampak lain yang dialami oleh korban. Hasil V.E.R. ini menjadi bukti yang kuat dalam proses penyidikan dan persidangan. Dalam kasus tindak pidana, V.E.R. memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan kejadian tersebut. Melalui pemeriksaan medis dan ilmiah yang dilakukan oleh dokter forensik atau ahli forensik, V.E.R. dapat menghasilkan informasi yang akurat tentang kondisi korban, termasuk cedera fisik yang dialami. Pemeriksaan V.E.R. melibatkan proses pengumpulan bukti-bukti seperti luka fisik, jejak-jejak forensik, atau penyebab kematian jika ada korban meninggal dunia. Hasil pemeriksaan ini akan didokumentasikan secara rinci dan diungkapkan dalam laporan V.E.R..

V.E.R. juga berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana. Dalam pemeriksaan V.E.R., tidak hanya identifikasi cedera fisik yang dilakukan, tetapi juga pengamatan terhadap dampak psikologis yang mungkin dialami oleh korban. Korban tindak pidana seringkali mengalami trauma, stres, atau gangguan emosional sebagai akibat dari kejadian yang mereka alami. Sebagai contoh pada kasus pemerkosaan dan tindak kekerasan. Terpenuhinya unsur melakukan kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya karena adanya V.E.R. membuat unsur dari Pasal 81 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu kekuatan hukum dari V.E.R. adalah dianggap sangat mutlak atau sempurna dalam kasus ini. Meskipun V.E.R. mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, namun alat bukti V.E.R. tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dalam pembuktian, karena hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu V.E.R. dianggap cukup dalam membuktikan suatu tindak pidana, dimana harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Dengan demikian, V.E.R. memiliki peran yang tidak hanya membantu mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban melalui identifikasi cedera fisik, pengungkapan penyebab kematian, penilaian dampak psikologis, dan memberikan bukti yang kuat dalam persidangan. Hal ini memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang mereka butuhkan setelah mengalami tindak pidana.
Hasil V.E.R. dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dalam persidangan. Laporan V.E.R.yang memuat temuan dan kesimpulan dari dokter forensik atau ahli forensik dapat mendukung klaim korban atau menguatkan kasus terhadap pelaku tindak pidana. Bukti yang didasarkan pada V.E.R. memiliki bobot yang tinggi dan dapat mempengaruhi keputusan hakim atau juri. Adanya V.E.R. sangat membantu hakim di dalam proses persidangan yaitu pada saat pembuktian tindak pidana, khususnya pada tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, kekerasan seksual, kejahatan kealpaan, dan lain-lainnya. Terlebih lagi pada kasus yang korbannya adalah anak, karena anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya.

Dengan demikian, V.E.R. memiliki peran yang penting dalam proses persidangan. Melalui pemeriksaan medis dan ilmiah yang teliti, V.E.R. memberikan bukti yang kuat, informasi medis yang komprehensif, dan penjelasan yang jelas tentang cedera yang dialami oleh korban. Hal ini berkontribusi pada penegakan hukum yang adil dan memastikan bahwa keputusan hakim atau juri didasarkan pada fakta yang kuat dan objektif.
V.E.R. berperan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya V.E.R., penyidik dan aparat penegak hukum dapat mengumpulkan bukti yang objektif dan berdasarkan metode ilmiah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan fakta yang akurat. Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi 2 syarat yaitu Alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen) dan Keyakinan hakim (overtuiging des rechters).

V.E.R. memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kasus tindak pidana. Dengan menyediakan bukti yang obyektif, transparansi, dan perlindungan hukum yang adil, V.E.R. menjadi instrumen penting dalam proses penegakan hukum yang berkualitas dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

KESIMPULAN
Implementasi V.E.R. menurut ketentuan pasal 133 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter/ahli lainya harus dilakukan secara tertulis. Adapun seseorang yang berhak untuk melakukan permintaan V.E.R. yakni penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7 ayat (1) butir h. Permintaan V.E.R. harus dikirimkan dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya peristiwa, Prosedur/alur pembuatan V.E.R. diawali dengan pasien mendatangi pihak kepolisian, kemudian polisi menyerahkan surat permintaan V.E.R. dan didisposisi untuk diserahkan ke rumah sakit. Pihak rumah sakit mencatat di buku ekspedisi penerimaan, adapun yang sudah ada disposisi dicari berkasnya. Pasien diperiksa, dan formulir V.E.R. diisi oleh dokter. V.E.R. diketik ulang oleh Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dan diserahkan kepada dokter untuk ditanda-tangani. Lembar tersebut kemudian disimpan di ruang penyimpanan rekam medis dan dapat diambil ke ruangan tersebut apabila dibutuhkan.
Visum et Repertum memiliki peran penting bagi korban tindak pidana. Pertama, Visum et Repertum melindungi korban dalam persidangan, terutama dalam kasus pembunuhan, kekerasan seksual, dan kejahatan kealpaan. Khususnya untuk korban anak-anak yang sulit menjelaskan kejadian. Kedua, Visum et Repertum berperan dalam pembuktian dengan memberikan bukti medis yang kuat. Ketiga, Visum et Repertum penting untuk penegakan hukum yang adil. Visum et Repertum dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dan membantu hakim dalam memeriksa perkara pidana terkait kesehatan dan jiwa manusia, yang sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 184 Ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana.
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